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 ABSTRAK  

 

Latar Belakang penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Blitar 

menerbitkan Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan 

Warga Kota Blitar yaitu pendananaan biaya pencatatan perkawinan sebagai daya 

tarik untuk mencatatkan perkawinan karena berdasarkan penelitian masih ada 

masyarakat Kota Blitar yang menikah siri disebabkan faktor ekonomi. Pokok 

masalahnya meliputi latar belakang, pencatatan perkawinan di Kota Blitar setelah 

penerbitan perwali serta efekvitas perwali tentang fasilitasi biaya perkawinan.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data 

dilakukan secara kualitatif dengan mengadakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Data dan informasi bersumber dari Staff Pemerintah Kota bagian 

pelayanan masyarakat ,seluruh Kepala Kantor Urusan Agama, Dua Modin dan 

P3N, Dua Penyuluh Agama PNS dan honorer serta Enam masyarakat penerima 

biaya fasilitasi Nikah Gratis di Kota Blitar. Pendekatan penelitian menggunakan 

sosiologi hukum yaitu mengacu pada Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang 

Fasilitasi Biaya Perkawinan dan bagaimana efektivitas Perwali Nikah Gratis 

terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar diketahui dengan menyinkronkan 

hasil penelitian terhadap teori efektivitas dan sosiologi hukum. 

 

Kesimpulan yang didapat dari penelitia ini adalah (1)Tujuan penerbitan 

Perwali terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar yaitu: Meningkatkan 

pencatatan perkawinan, Memberikan kenyamanan masyarakat dengan aplikasi 

APBD Daerah dan Meringankan biaya perkawinan masyarakat. (2) Pencatatan 

perkawinan di Kota Blitar setelah penerbitan perwali mengalami peningkatan 

yang sangat pesat ditahun pertama yaitu hampir 100 persen sedangkan tahun 

berikutnya berjalan fluktuaatif. Pemerintah Kota juga mengangkat Modin dan 

P3N sebagai pengawas masyarakat yang juga berkewajiban menyosialisasikan 

Perwali bersama Penyuluh agama. (3) Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar sudah 

efektif dalam meningkatkan pencatatan perkawinan tetapi lebih fokus pada faktor 

pembiayaan dan kenyamanan masyarakat. Maka belum mencangkup secara 

keseluruhan. 

 

Kata Kunci: Efektivitas Perwali Nikah Gratis, Pencatatan Perkawinan, Fasilitasi 

Biaya Perkawinan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 

dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Aliĭf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bă’ b Be ة

 Tă’ t Te ت

 Ṡă’ ś es (dengan titik di atas) ث

 Jīm j Je ج

 Ḥă’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khă’ kh ka dan ha خ

 Dăl d De د

 Żăl ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ră’ r Er ز

 Zai z Zet ش

 Sin s Es ض

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣăd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍăd ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭă’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓă’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fă’ f Ef ف

 Qăf q Qi ق

 Kăf k Ka ك

 Lăm l ‘el ل

 Mĭm m ‘em و

ٌ Nŭn n ‘en 

 Wăwŭ w W و

ِ Hă’ h Ha 

 hamzah ‘ Apostrof ء

 yă’ y Ye ي

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Muta’addidah يتعّد دة

 ditulis ‘iddah عدّة

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan  ditulis h   

 ditulis ḥikmah حكًة

 ditulis Jizyah جصية
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  (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karămah al-auliyă كساية الأونيبء

 

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,  fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 ditulis Zakăh al-fiṭri شكبة انفطس

D. Vokal Pendek 

 fathah 
Ditulis A 

Ditulis fa'ala 

 kasrah  
Ditulis i  

Ditulis Żukira 

 dammah يرهت
Ditulis U 

Ditulis Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang  

1. 
fathah + alif ditulis Ă 

 جبههية
ditulis Jăhiliyah 

2. 
fathah + ya’ mati ditulis Ă 

  ditulis tansă تُـسى

3. 
kasrah + ya’ mati ditulis ĭ 

 كـسيى
ditulis karĭm 

4. 
dammah + wawu mati ditulis ŭ 

 فسوض
ditulis fur ŭḍ  

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
fathah + ya’ mati ditulis ai 

  ditulis bainakum ثيُكى

2. 
fathah + wawu mati ditulis au  

 قول
ditulis qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 

 

 ditulis a’antum أأَتى

ت أعد  ditulis u’iddat 

 ditulis la’in syakartum نئٍ شكـستى

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "Ґ" 

سآٌانق  ditulis al-Qur’ăn 

 ditulis al-Qiyăs انقيبض

2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  "l" (el) nya. 

 ’ditulis as-Samă انسًبء

 ditulis asy-Syams انشًط

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis żawҐ al-furŭḍ ذوي انفسوض

 ditulis ahl as-Sunnah  أهم انسُة
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Motto 

 

Tuhan,  

 

 

“Maha Suci Allah, Dzat yang tidak pernah 

tidur dan tidak pernah lupa” 

 

Makhluk-Nya, 

 

“WANG-SINAWANG 

 So, Upgrade ” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan 

presidensial, hal ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi 

: 

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut undang-undang dasar”.
1
  

 

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menggunakan asas desentralisasi. 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
  

Pada tahun 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah.
3
 Pola kerja mandiri pemerintah daerah 

diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera 

dengan peraturan otonomi daerah melalui pelaksanaan PERDA (Peraturan 

Daerah) ini. Hal tersebut berbanding lurus dengan tujuan desentralisasi pada 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah Pasal 2 ayat (3) yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, 

                                                           
1
 Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, (Jakarta : 

Erlangga, 2014), hlm. 23.  

 
2
 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pasal 1 

ayat (7). 

 
3
Soehino, Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Mengenai Pelaksanaan 

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2010), hlm. 14.  

      

          1 

1 
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kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

umum, dan daya saing daerah.  

Dalam pemerintahan daerah kota, PERDA disebut dengan PERWALI  

(Peraturan Walikota) yang merupakan kewenangan bagi walikota sebagai 

pemimpin daerah kota untuk membuat kebijakan yang terkait dengan 

pemerintahan demi mewujudkan kenyamanan masyarakatnya. Kota Blitar 

menjadi salah satu daerah kota di Indonesia yang telah menerima serta 

melaksanakan sistem desentralisasi dengan kemudian menciptakan berbagai 

Perwali bagi masyarakat di wilayah Kota Blitar. Salah satu Perwali yang 

dimiliki Kota Blitar adalah Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang 

Fasilitasasi  Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 

(2) menyebutkan bahwa: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”.
4
 

 

Selanjutnya pemerintah Indonesia memunculkan PP (Peraturan 

Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.
5
 Artinya, setiap 

perkawinan di Indonesia bisa dikatakan sah secara hukum Indonesia ketika 

telah dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Kota Blitar berupaya 

meningkatkan pencatatan pernikahan dengan mengurangi pernikahan siri pada 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). 

 
5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Pranada Media, 2006), hlm. 20. 
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masyarakat. Bentuk upaya yang dimuncukan adalah Kota Blitar menerbitkan 

Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga 

Kota Blitar sebagai revisi dari Perwali Nomor 53 Tahun 2013 tentang 

Program Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar yaitu dengan 

pernikahan gratis sebagai daya tarik masyarakat untuk mencatatkan 

perkawinannya. 

Indonesia telah menerapkan Pernikahan gratis di dalam KUA (Kantor 

Urusan Agama), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 

Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Pada 

Departemen Agama sedangkan yang dimaksudkan pernikahan gratis di Kota 

Blitar yaitu tidak hanya di dalam KUA tetapi juga berlaku di luar KUA selama 

masih di wilayah Kota Blitar, serta tidak ada batasan waktu jam kerja kantor. 

Pasangan juga akan mendapat tambahan pembuatan kembar mayang
6
 dari 

pemerintah Kota Blitar.  

Pernikahan siri yaitu pernikahan berdasarkan ketentuan agama atau 

berlandaskan pendapat para imam mazhab, Sehingga pernikahan sudah sah 

ketika telah memenuhi rukun nikah. Rukun pernikahan tersebut meliputi: 

mempelai laki-laki (calon suami), mempelai wanita (calon istri), wali nikah, 

                                                           
6
 Kembar mayang adalah dua buah rangkaian hiasan yang terdiri dari dedaunan terutama daun 

kelapa, yang ditancapkan ke sebuah batang pisang yang daun tersebut dirangkai dalam bentuk 

gunung, keris, cambuk, payung, belalang dan burung. (Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (11)). 
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dua orang saksi dan shighat ijab dan Kabul.
7
 Tetapi hal tersebut tidak berlaku 

bagi hukum Indonesia. Mereka yang menikah diharuskan mencatatkan 

pernikahannya kepada pihak berwenang yang kemudian bisa dianggap sah 

oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang terdapat dalam 

undang-undang dan sama sekali tidak terdapat dalam fiqh munakahat
8
 mazhab 

manapun, namun pencatatan perkawinan bersifat administratif dan bukan 

subtansial.
9
 Oleh karena itu, melalui Perwali Nomor 77  Tahun 2014 Tentang 

Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar, yaitu dengan fokus 

pernikahan gratis diharapkan masyarakat Kota Blitar untuk tertib administrasi 

hukum dengan mencatatkan pernikahannya di KUA.  

Dibentuknya Perwali tersebut dinilai sebagai upaya nyata pemerintah Kota 

Blitar untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan mengurangi angka 

pernikahan siri bagi masyarakat yang terkendala dalam segi materi, serta 

memberikan kenyamanan terkait lokasi dan waktu pernikahan yang diinginkan 

pasangan. 

Namun, sejauh mana eksistensi Perwali tersebut, karena berdasarkan 

pengamatan masih ditemukan beberapa pernikahan siri di Kota Blitar yang 

terkendala dengan hal lain untuk mencatatkannya Sehingga beberapa pihak 

termasuk praktisi maupun warga meragukan bahwa Perwali tersebut sebagai 

                                                           
7
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan : Dilengkapi Perbandingan UU NegaraMuslim 

Kontemporer, (Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFA, 2005), hlm. 35. 

 
8
 Fiqh munakahat yaitu hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan islam. 

 
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Pranada Media, 2006), hlm. 29. 
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langkah awal pemerintah Kota Blitar untuk pelarangan pernikahan siri dan 

anak diluar nikah di Kota Blitar.
10

  

Beberapa masalah di atas merupakan tantangan nyata yang meski dijawab 

oleh berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menujukkan 

keseriusannya dalam penertiban pencatatan perkawinan. Melalui Perwali 

tersebut dan kepedulian masyarakat yang menunjukkan timbal balik dengan 

berjalan mengikuti garis koridor pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut 

dibutuhkan penyesuaian yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya. Atas 

dasar inilah, penyusun mencoba melakukan telaah atas adanya pernikahan 

gratis yang telah menjadi Perwali Kota Blitar dari segi pelaksanaannya. Secara 

khusus, penyusun membatasi pada efektifitas pelaksanaan Perwali tersebut 

selama di terapkan terhadap masyarakat Kota Blitar.  

Penelitian ini akan fokus pada Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar 

terhadap pencatatan perkawinan, pembahasannya meliputi sejarah latar 

belakang dan pelaksanaan Perwali Nikah Gratis bagi masyarakat Kota Blitar. 

Berbagai data lapangan yang didapatkan penyusun akan dianalisis secara 

menyeluruh guna melihat Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap 

Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun  

2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan). 

 

 

                                                           
10

 Wawancara Terhadap Ibu Sri Mahmudah, Tokoh Agama Kota Blitar , Kota Blitar, tanggal 

30 Agustus 2017. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang penerbitan Perwali Nomor 77 Tahun 2014 

Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan di Kota Blitar?  

2. Bagaimana pencatatan perkawinan setelah penerbitan Perwali Nomor 77 

Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan di Kota Blitar?  

3. Bagaimana efektifitas Perwali Nikah Gratis Nomor 77 Tahun 2014 

Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar terhadap 

pencatatan perkawinan di Kota Blitar?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang penerbitan Perwali Nikah 

Gratis terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan yang ada di Kota 

Blitar. 

3. Untuk menganalisis bagaimana Efektifitas Perwali  Nikah Gratis Nomor 

77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar 

terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar. 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan pemahaman yang baik dalam pengetahuan tentang 

efektifitas Perwali terhadap masyarakat kekuasaannya.   

2. Untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan pembaharuan hukum perkawinan dalam hal pembiayaan 

pencatatan perkawinan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian Perwali sebagai Perda (peraturan daerah) dan 

pencatatan perkawinan, baik secara umum maupun khusus yang penyusun 

ketahui, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul 

“Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara” 

dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang efektfitas, faktor penghambat 

serta cara penanggulangannya pencatatan perkawinan di KUA Bekasi Utara.
11

 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dian Mustika, dengan judul “Pencatatan 

Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam”. Jurnal ini 

membahas tentang pandangan islam terhadap pencatatan perkawinan, 

                                                           
11

Isti Astuti Savitri, Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, 

(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2011. 
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urgensinya serta praktek pencatatan perkawinan negara-negara di dunia 

Islam.
12

 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Sodiq dengan judul 

“Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah 

Dalam Perundang-Undangan”. Dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang 

bagaimana perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia yang 

dikonsepsikan dengan kompilasi hukuk islam (KHI). Kemudian membahas 

aspek dan faktor dualisme dalam peraturan pencatatan nikah.
13

 

Keempat, skripsi yang disusun Achmas Sukron Efendi yang berjudul 

“Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter 

Legal Draft (CLD)”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum perkawinan 

dalam hukum islam yang kemudian membahas pencatatan tersebut di KHI dan 

CLD sebagai bentuk bandingan dan analisisnya.
14

  

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir (Dosen Di IAIN 

Zawiyah Cot Kala Langsa Disiplin Ilmu Hukum Islam) yang berjudul 

“Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia” Artikel 

ini Mencoba Menengahi Persoalan Tersebut Dengan Menawarkan Teori 

Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisisnya, Sehingga Terlihat 

                                                           
12 Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia 

Islam, (Jambi: Jurnal Ilmu Hukum), 2011. 
 
13

 Muhammad Sodiq, Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan 

Nikah Dalam Perundang-Undangan, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga), 2014. 

 
14

 Ahmad Sukron Effendi, Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dan Counter Legal Draft (CLD), (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga), 2011. 
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Sejauhmana Ketentuan Pencatatan Nikah Yang Diatur Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan Tersebut Dapat Diklaim Sebagai Produk Hukum Islam 

Secara Metodologis.
15

 

Keenam, artikel yang ditulis oleh Mohammad Hasan Bisyri yang 

berjudul “Problematika Nikah Siri Dalam Negara Hukum”. Dalam jurnal ini 

membahas tentang letak perbedaan antara hukum islam (fiqih) dengan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia, dalam menentukan status hukum nikah siri, 

lebih jauh juga membahas masalah yang muncul dalam nikah siri tersebut di 

negara hukum semacam Indonesia, serta menawarkan berbagai solusi yang 

dilakukan oleh masyrakat untuk keluar dari problem tersebut.
16

 

Ketujuh, Artikel yang ditulis Zulfan berjudul “Fenomena Nikah Siri Di 

Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi 

Pencatatan Perkawinan”. Artikel ini membahas fenomena nikah siri yang 

terjadi di tengah-tengan masyarakat, berikut faktor-faktor yang memungkinkan 

terjadinya nikah sirri tersebut dalam masyarakat
17

. 

Bentuk persamaan dan perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya 

dengan skripsi penyusun adalah sebagai berikut : 

 

                                                           
15

 Muhammad Nasir,  Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, 

(Langsa: Jurnal At-Tafkir IAIN Langsa, 2016), hlm.38. 

 
16

 Mohammad Hasan Bisyri dkk, Jurnal Hukum Islam (JHI) Jurnal Ilmiah Studi Hukum 

Islam, (Pekalongan : Jurnal Syari’ah STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 17. 

 
17

 Zulfan, Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya 

Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan, (Padang: Jurnal FITRAH,  IAIN Padangsidimpuan, 

2016), hlm 281. 



10 
 

 

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya 

No. 
Nama Peneliti, Judul dan Tahun 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Isti Astuti Savitri, Efektifitas 

Pencatatan Perkawinan Pada KUA 

Kecamatan Bekasi Utara, 2011. 

Teori 

penelitian 

yaitu 

efektifitas 

hukum dan  

pembahasan 

adalah 

pencatatan 

perkawinan. 

Fokus 

penelitian 

Perwali Kota 

Blitar dan 

rumusan 

masalah. 

2. Dian Mustika, Pencatatan 

Perkawinan Dalam Undang-Undang 

Hukum Keluarga Di Dunia Islam, 

2011. 

 

Pembahasan 

adalah 

pencatatan 

perkawinan. 

Fokus 

penelitian 

Perwali Kota 

Blitar dan 

teori serta 

rumusan 

masalah 

4. Muhammad Sodiq, Dualisme Hukum 

Di Indonesia: Kajian Tentang 

Peraturan Pencatatan Nikah Dalam 

Perundang-Undangan, 2014. 

Pembahasaan 

adalah 

pencatatan 

perkawinan 

Fokus 

penelitian 

Perwali Kota 

Blitar dan  

teori serta 

rumusan 

masalah 

5. Ahmad Sukron Effendi, Pencatatan 

Perkawinan Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Dan Counter 

Legal Draft (CLD), 2011. 

Pembahasaan 

adalah 

pencatatan 

perkawinan 

Fokus 

penelitian 

Perwali Kota 

Blitar dan  

teori serta 

rumusan 

masalah 

6. Muhammad Nasir, Maqashid Al-

Syari’ah Dalam Pencatatan 

Perkawinan Di Indonesia, 2016 

Pembahasaan 

adalah 

pencatatan 

perkawinan 

Fokus 

penelitian 

Perwali Kota 

Blitar. 

7. Mohammad Hasan Bisyri 

“Problematika Nikah Siri Dalam 

Negara Hukum”, 2014. 

Pembahasaan 

adalah 

pernikahan siri 

yang 

merupakan 

titik dekat dari 

Fokus 

pembahasan 

dalah 

pencatatan 

perkawinan di 

Kota Blitar. 
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Berbagai tulisan tersebut baik berupa skripsi dan jurnal telah banyak 

membahas tentang perda dan pencatatan perkawinan. Namun sejauh 

pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang 

Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota 

Bitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya 

Perkawinan Warga Kota Blitar).  

 

E. Kerangka Teori 

Kajian tentang pencatatan perkawinan terhadap tinjauan Efektifitas 

Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi 

Atas Perwali  Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan).  

Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis 

oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan 

wewenang atribusi atau delegasi maupun wewenang delegasi yang materi 

perkawinan 

yang tidak 

dicatatkan. 

8. Zulfa, Fenomena Nikah Siri Di 

Indonesia Dari Aspek Sosiologi 

Hukum Dan Kaitannya Dengan 

Legislasi Pencatatan Perkawinan, 

2014. 

Pembahasaan 

adalah 

pernikahan siri 

yang 

merupakan 

titik dekat dari 

perkawinan 

yang tidak 

dicatatkan. 

Fokus 

pembahasan 

adalah 

pencatatan 

perkawinan di 

Kota Blitar. 
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muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.
18

 

Adapun proses pembetukan peraturan perundang-undangan termasuk 

didalamnya adalah peraturan daerah oleh pemeritah daerah. 

Pemerinah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Adalah 

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.
19

 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berari besifat universal 

bagi warga negara Indonesia dan deferensial, karena sahnya perkawinan 

menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.
20

 

Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Pencatatan Perkawinan disebutkan : (i) tidak ada perkawinan di luar agama; 

dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

                                                           
18

 Hamzah Halim Dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan 

Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi 

Empiris, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57. 

 
19

 King Faisal Sulaiman, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 54. 

 
20

 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat:Menurut Hukum 

Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 217. 
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Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan perkawinan bagi penganut 

Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara (proses) pencatatan 

yang berlaku, yaitu sebagai berikut :  

1. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. 

2. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua 

orang saksi. 

3. Penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi. 

Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan 

telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu kepada pegawai pencatat 

tentang kehendak melaksanakan perkawinan atau melaksanakan perkawinan 

tidak dihadapan pegawai pencatat. Termasuk perbuatan melanggaran yang 

dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya  Rp. 7.500 (tujuh ribu lima 

ratus rupiah) Kemudian Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. menjelaskan 

bahwa penetapan hukum dari pengumuman dan walimahan untuk medapatkan 

pengakuan dan jaminan di masa nabi Muhammad SAW menjadi pencatatan 

(akta nikah) dimasa sekarang.
21

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan 

pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan 

pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. 

Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah 

                                                           
21

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 335. 
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tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan 

dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.
22

  

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Rujuk Di Kantor Urusan Agama, kecamatan tidak 

dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk serta dalam hal nikah atau rujuk 

dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan dikenakan biaya 

transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama 

kecamatam sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
23

 

Dalam mengukur efektifitas Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar 

penyusun menggunakan beberapa teori efektifitas hukum yaitu sebagai berikut:   

Faktor-faktor mempengaruhi kataatan terhadap hukum secara umum yang 

diakui oleh C.G. Howaerd dan R.S. Munmers dalam laws its nature and limits, 

1965 :46-47
24

, antara lain : 

1. Relevansi Aturan Hukum Secara Umum 

2. kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum  

3. Sosialisasi yang Optimal Kepada Seluruh Target Aturan Hukum Itu 

4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 

aturan betrsifat melarang dan jangan bersifat mengaharuskan sebab hukum 

                                                           
22

 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

 
23

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2004. 

 
24

 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence): Termasuk Interpertasi Undang-Undang )Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009), 

hlm. 422. 
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yang melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang berisi 

mengharuskan (mandatur) 

5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum, harus dipadankan dengan sifat 

aturan hukum yang dilanggar tersebut. 

6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memungkinkan, karena 

tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang 

konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk 

diproses dalam setiap tahapan. 

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan relative 

lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilaiu 

moral yang dianut oleh orang yang menjadi target diberlakukannya aturan 

tersebut. 

9. Optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk 

menegakkan berlakunya hukum tersebut. 

10. Adanya standart hidup sosio ekonomi yang minimal didalam masyarakat. 

Kemudian Teori efektifitas hukum selanjutnya oleh seorang ahli yaitu 

Soerjono Soekanto  yang menyatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan 
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hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi.
25

 Faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Faktor Perundang-Undangan 

2. Faktor Penegak Hukum 

3. Faktor Fasilitas Penegakan Hukum 

4. Faktor Masyarakat 

5. Faktor Budaya 

Teori dari Karl Mark tentang sosiologi hukum
26

, sebagai berikut: 

1. Teori pelepasan (Abdication Theory) yaitu Negara diberi kesempatan 

penuh untuk membangun otoniminya sendiri. 

2. Secara terperinci kelas-kelas tidak dibedakan berdasarkan pendapat yang 

mereka hasilkan. 

3. Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam 

masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu. 

4. Hukum merupakan sarana yang dipergunakan oleh pihak yang memegang 

kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya.  

 

 

 

 

                                                           
 25

 Heni Astuti, Amir Syarifuddin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Kecelakaan 

Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Poltabes Jambi, Jurnal 

Legalitas Edisi Desember 2010 Vol. I No. 3: (2017), hlm. 61. 

 
26

Mahendra Wijaya dan  Siti Zunariyah, Sosiologi Alih Tekonologi, (Solo: Universitas 

Terbuka, 2011), hlm. 11. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-

data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang 

ada di lapangan.
27

 Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya 

bersumber dari Pemerintah, Pegawai Kantor Urusan Agama, Modin dan 

P3N, Penyuluh Agama dan masyarakat penerima biaya fasilitasi Nikah 

Gratis di Kota Blitar. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian menggunakan metode deskriftif. Data yang 

diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap 

suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan 

agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

permasalahan.
28

 

a. Wawancara 

                                                           

27
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 

hlm. 28. 

28
Noer Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 

62. 
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Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini 

penyusun mewawancarai beberapa narasumber sebagai berikut: 

1) Dua Pegawai Pemerintah Kota Blitar 

2)  Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Kota Blitar 

3) Dua Modin dan P3N Kota Blitar 

4) Dua Penyuluh Agama yaitu PNS dan honorer   

5) Satu tokoh agama Kota Blitar 

6) Enam masyarakat penerima biaya fasilitasi Nikah Gratis di Kota Blitar 

b. Penyusun melakukan observasi langsung ke kantor pemerintah, seluruh 

KUA (KUA Kepanjenkidul, KUA Sananwetan dan KUA Sukorejo) serta 

masyarakat yang ada di Kota Blitar untuk memperoleh gambaran 

bagaimana tanggapan pemerintah, pegawai KUA serta masyarakat 

berdasarkan pemahaman tentang Undang-Undang yang mengatur tentang 

pencatatan perkawinan. 

c. Mengumpulkan dokumen yang mendukung sebagai berikut : 

1) Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan 

Kota Blitar 

2) Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/8/HK/410.010.2/2017 Tentang 

Penetapan Modin Dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (P3N) 

Di Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kota Blitar Tahun 2017 

3) Berbagai persyaratan pencairan biaya fasilitsai perkawinan di Kota 

Blitar yaitu fotocopy kartu tanda penduduk Kota Blitar, foto copy akta 
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nikah, foto copy slip pembayaran bank/diketahui KUA dan foto 

pengantin beserta kembar mayang. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum 

yaitu pendekatan yang mengungkapkan kaidah-kaidah sosial hukum dalam 

masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menggambarkan 

keadaan masyarakat Kota Blitar secara utuh yang kemudian menjadi teori 

pembantu dengan teori efektifitas hukum sebagai teori utama untuk 

menganalisa peran Perwali dalam meningkatkan pencatatan perkawinan, 

apakah sudah efektif ataukah belum dalam pelaksanaannya kepada 

masyarakat, sehingga dengan Perwali tersebut pencatatan perkawinan di 

Kota Blitar berjalan dengan tertib. 

4. Metode analisis 

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode 

dengan cara menganilis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau 

sederhana untuk memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang 

diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari 

teori atau kaidah yang ada dalam penelitian ini menggunakan teori 

efektifitas hukum serta data jumlah pencatatan perkawinan di Kota Blitar. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Perwali dalam 

menyelesaikan kasus pernikahan siri untuk meningkatkan pencatatan 

perkawinan di Kota Blitar. Data akan disimpulkan menggunakan metode 
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induktif, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber sehingga dapat 

menyimpulkan bagaimana Perwali  Nikah Gratis dalam meningkatkan 

pencatatan perkawinan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini diharapkan mudah dipahami, maka penyusun menggunakan 

sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah 

dengan menguraikan masalah tentang Perwali Nikah Gratis dan tujuannya untuk 

meningkatkan angka pencatatan perkawinan. Kemudian dari latar belakang 

masalah dirumuskan pokok masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan 

kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang  jelas dan dapat 

memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. 

Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti belum 

pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang 

sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode 

penelitian menggambarkan acara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, 

kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan 

pembaca kepada substansi penelitian. 

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang Perwali Nikah Gratis 

yang berpengaruh pada pencatatan perkawinan di Kota Blitar maka penyusun 

berusaha mendiskripsikan pencatatan perkawinan dengan beberapa sub bab, 
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yaitu: Pengertian Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum dari Perkawinan yang 

Tidak Dicatatkan dan Sejarah Biaya Perkawinan Di Indonesia. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait Perwali Nikah 

gratis dan pencatatan perkawinan di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, 

yaitu:  Deskripsi Wilayah Kota Blitar, Tujuan Perwali Nikah Gratis di Kota 

Blitar, Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar Dan Upaya Peningkatan 

Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar. 

Bab keempat, analisis efektifitas Perwali  Nikah Gratis terhadap pencatatan 

perkawinan di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, yaitu:  Efektifitas Perwali  

Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar dan Problematika 

Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga 

Terhadap Peningkatan Pencatatan Perkawinan. 

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian Efektifitas 

Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar 

(Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya 

Perkawinan) yaitu sebagai berikut : 

1. Latar belakang penerbitan Perwali Nikah Gratis terhadap pencatatan 

perkawinan di Kota Blitar adalah sebagai berikut : 

a. Meringankan biaya masyarakat ketika pernikahan yang berarti 

mengimplementasikan APBD pro rakyat yang merupakan salah satu 

program unggulan pemerintah Kota Blitar. 

b. Mengurangi jumlah pernikahan siri dan anak di luar kawin yaitu 

meningkatkan pencatatan pernikahan di Kota Blitar. 

c. Memberikan kenyamanan bagi masyarakat, yaitu dengan 

memberikan kenyamanan pemilihan waktu dan lokasi pernikahan 

selama masih di wilayah Kota Blitar. 

2. Pencatatan perkawinan yang ada di Kota Blitar berjalan sebagaimana 

mestinya yaitu mendaftarkan pernikahan di KUA. Dalam pelaksanaan 

Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar terdaapat modin dan P3N dalam 

pengawasannya karena sistemnya yang harus membayar dahulu 
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kemudian melampirkan beberapa syarat kemudian seminggu kemudian 

uang dicairkan dan dikembalikan. 

3. Dalam persfektif teori efektifitas hukum menjelaskan bahwa Perwali 

Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota 

Blitar telah berjalan dengan efektif. Hal ini ditinjau dari pemerintah kota 

yang mengetahui kebutuhan masyarakat, memberikan dukungan penuh 

(mengangkat modin dan P3N sebagai pengawal), rumusan jelas dan 

sistematis, sosialisai optimal oleh modin dan P3N, penyuluh agama serta 

masyarakat. Peraturan ini sebagai bentuk daya tarik masyarakat sehingga 

titik kekurangannya adalah belum bersifat melarang dan belum ada 

sanksi hukum. 

Kemudian dikaji dengan teori sosiologi hukum oleh Karl Mark 

bahwa Perwali ini telah efektif yaitu Kota Blitar telah mengemban 

otonomi daerah dan tidak ada kelas-kelas perbedaan didalamnya 

sehingga semua masyarakat Kota Blitar memiliki kesempatan yang sama 

dalam Perwali Nikah Gratis. 

Berdasarkan data jumlah pencatatan perkawinan di Kota Blitar 

adalah sangat efektif karena adanya peningkatan yang pesat yaitu dari 

576 menjadi 1054 sehinggan naik hampir 100 persen di tahun pertama 

sedangkan pada tahun berikutnya berjalan secara fluktuatif. 

Berdasarkan wawancara kepada tiga kepala KUA di Kota Blitar 

sebagai pelaksana bahwa dengan terbitnya Perwali Nikah Gratis sudah 

ada peningkatan pencatatan perkawinan di Kota Blitar, tetapi lebih fokus 
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pada faktor pembiayaan dan kenyamanan masyarakat belum 

mencangkup secara keseluruhan alasan masyarakat memilih menikah siri 

dan tidak mencatatkan perkawinannya.  

B. Saran-Saran 

Penyusun memiliki beberapa saran dalam peningkatan efektifitas 

Perwali Nikah Gratis terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar 

berdasarkan penelitian penyusun yang berjudul Efektifitas Perwali Nikah 

Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali 

Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan), sebagai 

berikut : 

1. Lebih mengoptimalkan sosialisasi Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar 

kepada masyarakat dari pihak Modin dan P3N, Penyuluh agama serta 

masyarakat Kota Blitar. Sosialisasi dilaksanakan baik berupa media 

komunikasi maupun media cetak yang bisa diakses dan dijangkau oleh 

masyarakat dengan mudah. 

Materi sosialisasi selain Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang 

Fasilitasi Biaya Perkawinan secara menyeluruh juga hukum 

perkawinan yang mendasar untuk menggungah keasadaran hukum 

masyarakat. 

2. Kedepannya diharapkan ada peraturan pelarangan menikah siri 

sehingga peningkatan pencatatan perkawinan di Kota Blitar sangat 

berhasil. 
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Jika dimungkinkan seharusnya ada program baru dari Pemerintah 

Kota Blitar untuk meminimalisir nikah siri yang disebabkan faktor 

selain biaya sehingga semua masyarakat Kota Blitar diharapkan 

mencatatkan pernikahan   

3. Kenyamanan dalam segi biaya, pemilihan lokasi dan waktu terbukti 

sangat memuaskan warga Kota Blitar.  

Sehingga untuk daerah lainnya di Indonesia bisa diberikan fasilitas 

yang serupa dari pemerintah Indonesia untuk memberikan kenyaman 

lebih bagi pernikahannya baik secara biaya, waktu dan lokasi kepada 

masyarakat.  

Beberapa masyarakat di Indonesia masih mengedepankan adat 

istiadat dalam mencari waktu pernikahan yang dianggap sangat sakral. 

Akibatnya, masih menentukan waktu yang sangat memungkinkan 

melaksanakan pernikahan di luar jam kantor KUA. Sehingga 

pemberlakuan peraturan ini juga bisa melestarikan adat istiadat 

masyarakat Indonesia. 
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No. ' B-1€L7lUn.02lDS,1/PN.00/ /6 /2017
Hal '. Permohonan lzin Penelitian

Kepada

Yrh.

Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta
Cq.Kepata BASKESBANGLINMAS Dty
di, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

05 Oktober 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lbu
untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Untuk mengadakan pnelitian di Kota Blitar guna memberikan rekomendasi untuk mendapatkan data dan
informasidalam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah (skripsi)yang bequdul "EFEKTIFITAS PERWALI
NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (STUDI
ATAS PERWALI NO 77 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN)'

Demikian kamisampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta.

No. Nam a NIM JURUSAN

1. AisyatulAzizah 14350023 AS
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15 199303 1 002



Data Jumlah Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar Tahun 2012-2017 
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Data Pencatatan Perkawinan Setiap Kecamatan Di Kota Blitar 2012-2017 
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